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BUPATI CIANJUR
PROVI}ISI JAWA BARAT

PtrRATURAN DAtrRAi_I KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2OI7

TENTANG

F{AK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPiNAN DAN ANGGOTA

. DEWAN PtrRWAKILAN RAIqAT DAERAH

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI CIANJUR,

: bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 28'Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah, perlu rnenetapkan Peraturan
Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah;

: 1. Fasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1,945;

2. Undang-Undang Nornor !4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Rarat (Berita Negara
Repubiik h:donesia Tahun 1950 Nomor B)
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tairun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Punvakarta dan Kabupaten Subang dengan
Merrgubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
datram Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851i;

3. Unciang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan l{egara (i,embaran Negara Republik
Ind*nesia Tahun 20C3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negai'a Republik indonesia Nomor a2B6);

4. tjirdang-Undang l{omor 1 Tahun 2AA4 tentang
Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indeingsia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan LemLraran
Negara RepuLrlik Indonesia Nornor 4355); '
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indorie sia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
Cengan Und.ang-Undang Nornor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran }\egara Republik Indonesia Tahun 2015
illomoo 58, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indonesia Nornor 567 9\;

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran .Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Nomor a578);

Feratuian Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
i-lak Keilangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dem'an Ferwakiian Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Repu'oiik Indonesia Tahun 2Q17 Nomor 106,

Tarnbahan Lemtlaran Negara Republik indonesia
Nomor 5057);

Feraturan hllenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedornan Fengelolaan Keuangan Daerah,
setragaimana teiah beberapakali diubah terakhir
d,engan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21,

Tahun 20 L 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Daiarn Negeri Nornor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN FtrRW.&KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATtrN CIANJUR
T-\ A NItJt tl t

BUPATI CIANJUR

fuTEMUTUSKAN:

MeneiapKAN : PERATURAN DAtrRAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN

ADIITINISTRATIF' PINIPINAN DAN ANGGOTA DtrWAN

6t PERWAKILAN RAITAT DAERAH.

tsAB I

KETtrNTUAN UMUM

Pasai i,

Dalam Feratttran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1" Daerah Kabupaten aciaiah Kabupaten Cianjur.

6.

.7
t,

8.



'2.

.J.)-

a

Femerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penysisnggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan penrerintahan yang menjadi
kernenangan daerah otonorn

Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Pimpinan DFRD adalah pejabat daerah yang.memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DP'RD Cianjur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Anggota DPRD Kabupaten cianjur adalah pejabat daerah
yang rnemegang ;abatan anggota DPRD Kabupaten'Cianjur
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daprah Ka.bupaten Cianjur.

7 " Sekretaris DPRD adalah Sekretaris D erxa.n Pennakilan
R akyat. D aerah KabuPate n C ianj ur.

8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap 
.bulan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan
keduCukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

q. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap irulan
kepada Fimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri
dan rnengikuti rapat-rapat dinas.

10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ' karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
i}PRD"

1 1. Tunjangail. aiat keiengkapan adalah tunjangan yang
diberikan setiap buian kepad.a Pimpinan dan Anggota
DPRD sehuirungan dengan ked.udukannya sebagai Ketua,
Wakit Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah,
Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan
Pem-benti-ikan Peraturan Daerah, dan aiat kelengkapan lain
yang diperiukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

12. Tunjangan alat ketrengkapan iain adalah tunjangan yallg
diberikan kepada Fii:rpinan dan' Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakii
Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khust-ts yang
tidak bersifat tetap yang diperiukan cian dibentuk oieh
rapat paripurna untuk mernbahas hal bersifat tertentu dan
khusus.

13. Tunjailgan Komunikasi intensif, yang selanjutnya disebut
TKI adatrah uang yang dlberikan kepada Fimpinan dan
Anggota DPRD setiap buian daiam rangka 'mendorong
peningkatarr kineda Fimpinan dan Anggota DPRD.

14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada
Fimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan
ile ses. r
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15. Tunjangan kesejahteraan adaiah tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan
kesehatan, jarninan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
pakaian dinas dan atribut, rurnah negara dan
perlerrgkapannya, kendaraan dinas jab.atan bagi pimpinan
DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan
turijangan transportasi bagi Anggota DPRD.

16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan. kepada
piinpinan cian Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
r=aengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan
d,iberhentikan deagan hormat"

17. Dana Op€rasionai Pimpinan DPRD, yang selanjutnya
eiisabut Dana operasional, adalah dana yang disediakan

' Fintpi.nan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang brerkaitan dengan representasi, peiayanan,
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas
Pi.mpinan DPRD sehari-hari.

18. Anggararr Pendapatan Can Belanja Daerah, yang
selanjr.Hnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

BAB ii
PI'NGHASILAh] PIMPINAN DAN ANGGCTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasiian Fimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a. uang representasi;
il. tunjangan keluarga;
c. tun-jangan beras;
d. uang paket;

tunjangan jabatan;
tunj angan aiat kelengkapan;
tunjangan aiat kelengkapan lain;
tunjangan komut:.ikasi intensif ; dan

tunjangan.rese s.

Pasal 3

Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana
di"maksud dalarn Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, hur-r-rf e, huruf f, dan hr.rruf g dibebankan kepada APBD.

Pajak penghasi.lan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2
hurud h C.an huruf i dibebankan kepada Fimpinan dan
,{nggota DPRD yang bersangkutan.

Fembebanan paiak sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dan ayat tZtr <iiiakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perund.ang-und.angan di -biAu-r.g pdak
penghasilan.

C.

f.
{Jt>'

h.

t iJ

i)\

IJJ
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Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 4

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang
representasi sekragaimana dimaksud dalam Pasal .2 huruf
a.

at Ql Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setiaP bulan.

Pasai 5

(1) Uang nepresentasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok
- Bupati.

(2) Uang representasi wakii Ketua DPRD sebesar Sooh

(delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75o/" (tujuh
puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Turijangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh
tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud daiarn Pasal 2 huruf b dan huruf c.

t2j Tunjangan keluarga dan tunjangan beras se.bagaimana
Oimatsua pada ayat (1) diberikan setiap bulan.'

(3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
tunjangan ketruarga dan tunjangan beras bagi pegawai
aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan

a, perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasai 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang
paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

t2\ Uang paket sebagaimana dirnakbud pada ayat (1)

diberikan setiap bulan.

(3) Uang paket sebagaimana dimaksud P?da ayat (1)

sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang
bersangkutan.
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Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh
tunjangan jaLratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2

huruf e"

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setiap bulan.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebesar 145"h (seratus empat puluh lima persen) dari
uang representasi yang Lrersangkutan.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat KclengkaPan

Pasai 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan
Musyawarah, Kornisi, Badan ,A.nggaran, Badan
Pernbentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan
tlerhak 'memperoleh tunjangan alat kelengkapan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.

Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) diberikan dengan ketentuan:
a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5o/o (tujuh koma lima

persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

i:. . untuk jahratan wakil ketua, sebesar 5'h (lirna persen)
dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4oh (empat persen)
dari tunjangan jabatan Keti-la DPRD; dan

d. untuk jabatan anggota, seLresar 3"h (tiga persen) dari
tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat KeiengkaPan Lain

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk daiam alat
kelengkapan iain berhak memperoleh tunjangan alat
keiengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf g.

Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagairnana
d.imaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis rnutandis
berlakr,l untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.

Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat {2} diberikan selama alat
kelengkapan lain te::hrentuk dan melaksanakan tugas'
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tsagian Kedelapan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 1 1

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD
diLrerikan TKI sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2 huruf h.

Pasai 12

(1) TKI sebagairnana dirnaksud dalam Pasal i1 diberikan
setiap truian dengan mer.npertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

t21 Kemarnpuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
. pada ayat (1) ditentukan .berdasarkan hasil perhitungan

atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan
belania pegawai aparatur sipil negara.

{3) Pendapatan umum daerah seLragaimana dimaksud pada
a1 ayat 12) ierd.iri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah

Dana Bagi F{asil dan Dana.Alokasi Umum.

(4i Beianja pegavuai aparatur sipii negara sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan
pegawai aparatur sipil negara yang meliputi gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras
dan tunjangan pajak penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang- unciangan.

Fasai 13

(1) Kernampilan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
daiarn Pasal L2 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok,
yaitu:

., a. tinggi;

b. sedang; dan

c. rendah.

12) Pengeiompokan kemampuan keuangan daerah
sei:agaimana dimaksr-rd pada ayat (1), sesuai ketentuan
peratu ran perundang-undangan.

Pasai 14

Peu:.Lrerian -{'KI sebagaimana dimaksud' dalarn Pasai 11

dilakukan dengan ketentuan:

a. uniuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal, 13 ayat (i) huruf a, paling banyak 7

6, itujuh) kaii dari uang representasi Ketua DPRD;

b. untuk kelompok kernampuan daerah sedang sebagaimana
ciimaksucl'dalam PaWi 13 ayat i1) huruf b, paiing banyak 5
(iima) kaii dari uang representasi Ketua DPRD; dan

c. untuk }<elorapok kernampuan daerah rendah seLragaimana
riirnaksud dalam Fasa]. 13 ayat (1") hurr.rf c, paiing banyak 3
(tigai kali dari uang representasi Ketua DPRD.
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Bagian Keserrbilan

. Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf i Cengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 17

Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 16 diiakukan dengan I<etentuan:

a. untuk ketompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana
dimaksud daiam PasaL 13 ayat (ii huruf a, paling banyak 7- 
{tujuhi kaii dari uang representasi Ketua DPRD;

6t b. untuk kelompok keraarnpuan daerah sedang sebagaimana
dirnaksud dalam Pasai l3ayat (i) huruf b, paiing banyak 5

(limal kali'dari uang representasi Ketua DPRD; dan

c. ilntuk keiompok kemampuan daerah rendah sebagaimana
dimaksurd dalam Pasai 13 ayat (1) huruf c, paling banyak 3
{tiga} kali dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB Iii
TUNJANGAN KESEJAHTtrRAAN PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasai 18

(1) Tunjanga.n kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan kematian; dan

d" pakaian dinas dan atribut.

t2) Setrain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Fimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa:
a. rumah negara dan periengkapannya;

ir. kendaraan dinas jabatan; dan

c. hrelanja rumah tangga;

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa: 

r
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan

b. tunjangan transportasi.



(1)

t2)
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Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 19

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal
L8 ayat (1i huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai
k€tentuan peraturan perundang-und?ngan.

luran sebagain:.ana djmaksud pada ayat (1) sebesat 5"h
(lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota
DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:

a" 3% {tiga persen} dibayar oleh tremerintah Daerah; dan

b" 2"h {&:a persen} dibayar oieh Pimpinan dan Anggota
DFRP bersangkutan.

Jaminan kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

juga termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Seiaiil jaminan kesehatan sebagairnana dirnaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), Pirnpinan dan Anggota DPRD

disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan
r:ntuk rnengetahui status kesehatan di iuar cakupan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh . Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Femeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {li.dilaksanakan i (satu) kaii dalam i {satu) tahun
dan dilakukan di Rurnah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Cianjur tidak termasuk suami/istri dan
anak"

tsagian Ketiga

Jarninan Kecel.akaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasai 21

iaminan keceiakaan keqja dan jaminan kematian sebagairlana
d.imaksard dalarn Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c
diberikan sesuai dengan jarninan kecelakaan kerja dan
jaminan kernatian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-r.rndangan.

Bagian KeemPat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasatr 22

t1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan
atribui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (i)
hu ruf d.

\ i j

{2}
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(2) Pakaian dinas atribut seLragaimana dirnaksud pada ayat

{1} terriiri atas:
a" pakaian sipii harian disediakan 2 (dua) pasang daiam

1 {satu} tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1

(satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam

5 (iima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1

{satui pasang dalam i {satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1

(satui.pasang d"alam 1 (satu) tahun.

.(3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 disediakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undar:gan di bidalig pe ngadaan barang
dan/atau jasa pemerintah dengan rnempertimtrangkan
prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga
pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2i diatu.r dalam Peratr.rran Bupati.

Bagian Kelima

., r*njangan,xl&x1t-ftr3.i:l 
B:f;}::ffi?lfva 

serta

(1) pimpinan DPRD #T:11" rumah nesara dan
periengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
seLragaimana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (2) huruf a
dan hurui b sesuai standar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2i Rumah negara dan periengkapannya sebagaimana
dimaksud daiarn Fasai iB ayat (3) huruf a dapat
disediakan lragi Anggota DPRD sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-r'lndangan.

t3) Pemakaian rumah negara dan periengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaiinana dimaksud pada

11 ayat {1i dan pemakaian rrimah negara dan
per:lengkapannya sebagaintana dirnaksud pada ayat (2\

d"iiaktrkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{4} Pemeiiharaan r."lmah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemakaian rurnah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2j

dibrehankan pa<ia AFBD.
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Fasal 24

Da-lam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraarr dinas jabatan wajib dikembalikan daiain
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1

{satu} bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa
bakti.
Dalar:n h.a1 Anggota DPRD ]zal1g disediakan rurnah negara
dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti,
rumah negara dan perlengkapannya rvajib dikembalikan
daiam kead.aan baik kepada Fernerintah Daerah paiing
lambat 1 {satu) bulan sejak tanggal berhenti atau
berakhirnya masa Lrakti.

Fasai 25

Run:.ah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinaa jabatan yang disediakan sebagaimana' dirnaksud
d.aiam Pasai 23 tidak dapat disewabelikan,
digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah
status hukumnya.

Struktur dan beniuk bangr-lnan rumah negara yang
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat di.l.bah"

Pasal 25

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
nr-inair negara dan kendaraan dinas jabatan iragi
Pimpinan DFRD sebagaimana dimaksud dalarl Pasal 23,
kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan
perurnairan dan tunjangan transportasi.

Dalam i:ai lrerirerintah Daerah belun-r dapat menyediakan
rurnah negara i:agi,4.nggota DPRD sebagaimana dimaksud
daiarn Pasai 23, kepada yang bersangkutan dapat
diberikan tunj angan perurriahan.

Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi
Fimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (U
diber:ikan daiam Lrentuk riang dan ditlayarkan setiap
hruian terhitung muiai tanggal pengucapan
si-r-mpah/jan1i"

Tunjaugan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 da-rr tr.:.njar:gan transportasi bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam PasaX 77 ayat (3) huruf'b
diberikan dalam bentuk Llang dan dibayarkan setiap

mulai tanggal pengucapan

Pasal 27

(1) Eesaran tunjangaq perumahan sebagaimaria dimaksud
ciaiam Pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
beriaku, dan standar Luas Lrangunan dan lahan rurnah
negara se.suai ketentuan peraturan perundang-undangan'

i A\
t'rl

buian terhitung
sumpah/jan;'i.



(2)
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Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 26 harus mernperhatikan asas kepatutan,
}<ewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku sesuai ketentuan peraturan perqndang-
undangan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa rurnah yang
berXaku untuk standar rumah negara bagi Piinpinan dan
Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air,
gas, dan telepon"

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar saiuan harga sewa kendaraan yang
irerlakil untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi
Fimpinan dan Anggota DFRD, tidak terrn4suk biqya
perawatan dan biaya operasional. kendaraan dinas
jabatan.

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportast Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boieh
rneleLrihi besaran tunjangan perurnahalr dan tunjangan
transportasi. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Jawa Barar.

Ketentuan trebih lanjut mengenai besaran tunjangan
pei:umahan dan tunjangan transportasi diatur dalam
Feratrlran Bupati.

Fasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dirnaksud dalarq Pasal ' 23 serta
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
se"oagai.mana dimaksud dalam Pasal 26 tid.ak dapat diberikan
kepada Pinipinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pirnpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD
hanya diberlkan salah sair"r tunjangan peruraahan.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau
istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak
diLrerikan tunjangan perumahan.

Pasal 30

Bagi Pimpinan danlatau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

(3i
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Bagian Keenant

Beianja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 3 I
(1) Dalarr rangka rnenunjang peiaksanaan fungsi, tugas dan

'wewenarrg, Pimpir:.an DPRD disediakan belanja rumah
tangga sebagaimana dimaksud daiam Pasai 18 ayat (2)

hr-lruf c dengan mernpertlmbangkan kemampuan
keuangan daerah"

{21 Beianja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat

t i ) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
mmall tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam
program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

'(3i Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, tidak ditrerikan
"belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud' dalam
Fasai 17 ryrat {2i huruf c.

. Fasal 32

Ketentuan mengenai stanCar kebutuhan minimai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut daiarn
Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan"

BAB IV

UANG.]ASA PtrNGABDIAN PIMPINAN DAI'{ ANGGOTA DPRD

Pasal 33

(U Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
rnengaki:iri lrrasa baktinya diberikan uang jasa
pengabriian"

t2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan
d.an Anggota DPRD, d.engan ketentlian:
a. rnasa bakti ki.lrang dari atau sarnpai dengan 1 (satu)

tahun, ditre::ikan uang jasa pengabdian sebesar 1

(satrr) bu-ian uang representasi;
b,. rnasa bakti sarnpai dengan 2 (dua) tahun, diberikan

uang jasa pengahrdian sebesar 2 (dua) bulan uang
repr:esentasi;

c. nrasa tiakti sarnpai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
uang jasa pengabCian sebesar 3 (tiga) bulan uang
repl'esenlasi;

d" masa bakti sampai clengan 4 (empat) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang
rep:esentasi; dan

e. masa i:akti sampai dengan 5 (iima) tahun, diberikan
uang,jasa pengabdian se-besar 5 (1ima). Lrulan atau
paiing tianyak $"(enam) trulan uang representasi.

(3) Dalam ltal Fimpinan atau Anggota DPRD meninggal
ciunia, uang jasa pengairdian sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} diberikan kepad.a ahli w,arisnya sesuai ketentuan
peratura n perundang-undangan.
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Pasal 34

t1) PernLrayalan ual1g jasa pengabdian sebagaimana
dimaksuci dalam Pasal 33 diiakukan setelah Pimpinan
atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2j Dalam hai Pirnpinan dan Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa
pengabdian.

BAB V

BELANJA PtrNUNJANG KtrGIATAN DPRD

Bagian'Kesatu

Umum

, Pasal 35

Untuk rnendukung kelancaran fungsi, tugas dan
wewenang DPRD, disediakan beianja penunjang kegiatan
DPRD.

Beianja penunjang DPRD sebagaimana d.imaksud pada
ayat (1) berupa:
a" ilr0gram;
b. dana operasional Pimpinan DPRD;.
c. pem"Dentukan kelompok pakar atau tim ahli alat

kelengkapan DFRD;
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e . beianja sekretariat fraksi.

Beianja penunjang sebagarmana dimaksud pada ayat {2)
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai
ketentuan'peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Frogram

Pasal 35

Prograrn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

hurui a terdiri atas:
a. penyelenggaraan rapat;
b. kurijungan kerja;
c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme 'sutnber

da3ra manusia di iingkungan DPRD;
e. koo::dinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan

kemasyarakatan; rian
f" prograrn lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan

wewellang DPRD.

Program sebagaim4na dimaksud pada ayat [1] diuraikan
kedalarn beberapa kegiatan daiam rencana kerja sesuai
ketentrian peraturan perundang-undangan.

l1)

i2)
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Bagian Ketiga

Dana Cperasional Pimpinan DPRD

Fasai 37

Dana Operasional Pirnpinan DPRD sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diberikan setiap
buian kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan
operasionai yang berkaitan 'dengan representasi,
peiayanan, dan kebntuhan lain guna melancarkan
peiaksanaan iugas Pirnpinan DPRD sehari-hari.

Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sesuai dengan kemarnpuan keuangan daerah
sebagairnana dimaksud dalarn Pasai 12 dan Pasai 13.

trenganggaran ciana operasional sebagaimana dimaksu.d

irada ayat i1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh
Sekretar:is DFRD Cengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua DPRD, dengan kelornpok kemarnpuan keuangan

daerah:
1. tinggi, paiing banyak 6 {enam) kaii;
2. sedang, paling banyak 4 (empati kaii;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
dari uang representasi Ketua DPRD.

b. Wakii Ketua DPRD, dengan kelompok kernampuan
ker.langan d^aerah:
i. trnggi, paiing banyak 4 iempat) kali;
2. sedarg, paling banyak 2,5 (dua korna trima) kaii;
3. rendah, paiirrg banyak 1,5 {satu koma lirna) kali;
dari uang representasi wakil ketua DPRD"

{4} Pemberian dana operasionatr sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan
ketentuan:
a. 80% (detrapan puluh persen) ditierikan secara

sekaligus untuk sernua biaya atau disebut
lumpsurrr; dan

i]. ZA"k (dua puluh persen) diberikaa untuk
dukungan dana operasional. lainnya

Dalam hal ierdapat sisa dana operasional seteial:
pelaksarraan ketentuan pemberian sebagairnana
dimaks",.rd pada ayat (4) tidak digunakan sampai. dengan
akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus
diset"orkan ke rekening kas urni;m daerah paling lambat
tanggal 3 L De sember tahun anggaran berkenaan"

Dana opdrasional Pimpinan DPRD tidak di.gunakan untuk
keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan
penggunaanya harus memperhatikan asas manfaat,
efektrvitas, efisiensi, dan akuntabiiitas.

Dalam rangka pertanggungjavraban dana - operasionai
Pimpinan DPRD, P{mpinan DPR-D wajib menandatangani
pakta integritas yang menjeiaskan penggunaan dana
teiah sesuai dengan peruntukannya.

tll
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Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 38

Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD dan sesuai kebi;tuhan, Anggota
DFRD, pimpinan fraksi, dan/atau pirnpinan alat
kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompcik pakar
atau tim ahli aiat kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 35 ayat (2) huruf c.

Kelompck pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagairarana dirnaksr,rd pada ayat (U paling banyak 3

{tiga} orang untuk setiap.alat kelengkapan DPRD yang
diangkat dan di-nerhentikan dengan Keputusan Sekretaris
DPRD"

Pengarlaan keloinpok pakar atau tim ahii alat ketrengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada aysl (i) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perunciang-u-ndangan.

Pasal 39

trerrbavaran kompensasi bagi ketrompok pakar atau tim
ahli aiat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutr.rhan DPRD atau kegiatan tertentu
DPRD dan dapat diiakukan dengan harga satuan orang
hari atau, crang butlan.

Ketentuan rnengenai besaran kompensasi kelornpok pakar
ata'.r tim ahii alat kelengkapan DPRD diatur lebih ianjut
dalara Peraturan Bupati dengan rnemperhatikan standar
keahiian sesuai ketentuan peraturan perundang-
ur:dangan.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 40

Tenaga ahli fraksl sebagailrlana dimaksud dalam Pasai 35
ayat i2) hurul d merupakan tenaga ahtri yang sediakan 1

(satu) orang untuk setlap fraksi dan mempunyai
keinampr.ran daiam disipiin ilmi.r tertentu yang
mendukung tugas fraksi serta diberikan kornpensasi
dengan niemperhatikan standar keahlian, prinsip
efisiErasi, iLan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Tenaga ahii fraks:l sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Ketentuan lriengenai besaran kompensasi tenaga ahli
fraksi diatur dalam Peraturan. Bupati dengan
rnemper:hatikan Standar keahlian sesuai dengan
keterrtuan peraturall perundang-undangan.

Pengariaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (li dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{4i
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Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 4 tr

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud daiam
35 ayat {2\ huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat
DFRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan
kemarnpuan keuangan daerah.

(2) Belanja pekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (li terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.

Fenyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melipr"rti ruang ker.la pada Sekreta-riat DPRD dan
kelengkapan kantor sesuai ketentuan peraturan
peiundang-unCangan dan tidak termasuk sarana
mcbiliias"

Pehyediaan anggaran sebagaimana dimaksud' pada ayat
(2\ meliputi pEmenuhan kebutuhan' belanja alat tuiis
kantor dan makan tninum rapat fraksi yang
cliselerrggarakan di llngkungan kantor Sekretariat DPRD
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan
keparutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
nndangan"

BAB VI

PtrN G ELO LAAI\ }'IAK KEI]AN GAN DAN AD MINISTRATi F
PIMPINAN DAN .&NGGOTA DPRD

Pasai 42

Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa
pengabdian Fimpinan dan Anggota DPRD, serta beianja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja
DPRD yang diforrnulasikan ke dalarn Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkai Daerah Sekretariat
DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai
keientuan peraturan perundan g-undangan.

Fengelciaan anggaran belanja DPRD sebagairrrana
clirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Anggaran beianja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] merupakan l-ragian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII

ETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Pimpinan atau Anggota t)PRD yang diberhentikan
sernentara oleh pej4bat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak
keuangan dan administratif berupa uang representasi,
Liang paket, tunjangan keiilarga, tunjangan beras,
jarninan kesehatan, dan jarninan kematian sesuai dengan
ketentuarr peraturan perundang-undangan.

(4)
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t2) Daiam ha1 Pirnpinan DPRD berhalangan sementara lebih
dari 30 (tiga puluhi hari dan diangkat pelaksana tugas
Pimpinan DPRD oieh pejabat yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana
tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan
dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan
DPIRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1

(satu) bulan berikutnya.

BAB VIII

KETtrNTUAN PENUTUP

Pasai 44

.Pada saat Peraturan Daerah. ini mulai berlaku, Peratttran
Daerah Nornor 18 Tahun 2AO4 tentang Ke.dudukan Protokoler
dan Keuangan Pirtpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur' (Lembaran Daerah Cianjur
'lahun 20G5 Nomor 0B) sepanjang mengatur rlengenai hak
keuangan clan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Cianjur dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalann Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 1 Agustus 2017

BUPATI CIANJUR,

tt 11"

IRVAN RIVANO N4UCHTAR

iliunclangkan di Cianjur
1 1 Agustus 2O1,7
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